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Tunggak Pajak, Pemkot Yogya Tempelkan Stiker

YOGYAKARTA, Joglo Jogja
- Pemerintah Kota Yogyakarta
mulai menerapkan kebijakan
baru dalam penagihan pajak
daerah. Kebijakannya berupa
penempelan stiker dan plang
pada objek pajak yang memili-
ki tunggakan.

Kebijakan ini diatur dalam
Peraturan Walikota Yogyakarta
No 51 Tahun 2024. Diperkuat
dengan Keputusan Walikota Yo-
gyakarta No 396 Tahun 2024
mengenai penetapan desain stik-
er dan Keputusan Walikota No
498 Tahun 2024 tentang Stan-
dar Operasional Prosedur pelak-
sanaan penempelan stiker.

Penelaah Teknis Kebijakan
Sub Bidang Penagihan dan Ke-

* beratan Pendapatan Daerah
BPKAD Kota Yogyakarta Elsi
Narulita Ikawati menjelaskan,
kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran wajib
pajak dalam memenuhi kewa-
jibannya, Sekaligus, mendukung

MUHAMMAD RAYHAN.JOGLD JOGIA

PERSUASIF: Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Penagihan
dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta Elsi
Narulita Ikawati di Balai Kota Yogyakarta, kemarin (23/1).

dilakukan melalui dua pendeka-
tan. Yakni, persuasif dan represif.

BPKAD secara masif melaku-
kan penagihan persuasif dengan
mengirim surat imbauan kepa-
da wajib pajak yang memiliki

menerima surat imbauan. Teta-
pi, tetap tidak melunasi.

"Dalam kasus seperti itu, kami
melanjutkan dengan penagihan
represif, seperti pengiriman surat
teguran hingga surat paksa,” ujarnya.

represif yang dilaksanakan.
Sebelum tindakan ini dilakukan,
pihaknya terlebih dahulu men-
girim surat pemberitahuan kepa-
da wajib pajak.

Jika pajak dilunasi setelah
adanya pemberitahuan, penem-
pelan stiker tidak akan dilakukan.
Namun, jika tunggakan tidak di-

- lunasi, stiker bakal ditempel pada

objek pajak tersebut.

Apabila pajak akhirnya dibayar-
kan, stiker akan dilepas, Namun,
jika tidak dilunasi, langkah penagi-
han berikutnya akan diterapkan.

Elsi menguraikan, dasar
penagihan pajak meliputi berb-
agai dokumen resmi. Diantaran-
ya, surat pemberitahuan pajak
terutang (SPPT), SKPD, surat
ketetapan pajak daerah kurang
‘bayar (SKPDKB), surat keteta-
pan pajak daerah kurang bayar
tambahan (SKPDKBT), surat
keputusan keberatan, hingga su-
rat tagihan pajak daerah (STPD) 4

Selain itu, wajib pajdk juga

surat paksa, penyitaan, hingga
proses lelang.

“Biaya ini menjadi bagian dari
kewajiban yang harus dilunasi
oleh wajib pajak bersama dengan
tunggakan pajaknya,” katanya.

Lebih lanjut, Elsi menjelaskan,
cakupan penanggung pajak yang
lebih luas daripada sekadar wa-
jib pajak itu sendiri. Untuk wajib
pajak perorangan, pajak dapat
ditagihkan kepada suami atau is-
tri, ahli waris, atau wali jika wajib
pajak masih di bawah umur.

Sementara itu, untuk badan us-
aha, penagihan dapat dilakukan
kepada pengurus badan atau pihak
lain yang tercantum dalam akta.

Dengan kebijakan ini, tegasn-
ya, pemerintah berlarap dapat
meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Sekaligus memberikan
efek jera bagi yang tidak me-
menuhi kewajibannya.

Penempelan stiker diharapkan
menjadi langkah tegas sekaligus
transparan dalam mendorong op-

optimalisasi pendapatan daerah. ©  tunggakan. Bahkan, ada wajib Penempelan stiker danrplang ~ dikenakan biaya penagihan. timalisasi penerimaan pajak daer-
Menurutnya, penagihan pajak  pajak yang hampir setiap bulan  menjadi salah satu langkah Biaya ini meliputi pelaksanaan  ah Kota Yogyakarta. (crﬁ/amd)
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